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A. LATAR BELAKANG

Indonesia, sebagai negara kesatuan, terdiri dari pemerintahan pusat dan
daerah, yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pembagian ini
mencakup provinsi, kabupaten, dan kota, masing-masing dengan pemerintahan
daerahnya. Pasca Reformasi 1998, amandemen UUD NRI Tahun 1945 membawa
perubahan signifikan dalam kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah,
mengarah pada desentralisasi dari sistem yang sebelumnya sentralistik." Desentralisasi
sebagaimana didefinisikan oleh Rondinelli dan Cheema (1983), adalah pemindahan
tanggung jawab administrasi dan kewenangan politik dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah dan entitas lokal. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi pemerintah dan memastikan pelayanan publik yang lebih responsif terhadap
kebutuhan lokal.?

Keberhasilan implementasi otonomi daerah sangat bergantung pada kapasitas
dan integritas pemangku jabatan, khususnya dalam pemerintahan desa yaitu perangkat
desa. Perangkat desa yang memiliki pemahaman yang baik tentang tugas dan
tanggung jawabnya cenderung lebih efektif dalam melaksanakan program
pembangunan dan pelayanan publik.> Menurut Mardiasmo (2002), penguatan
kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa merupakan kunci untuk mencapai
tujuan desentralisasi. Desentralisasi memberikan dasar hukum bagi pemerintahan desa

untuk mengatur urusan lokal sesuai dengan prinsip otonomi daerah, yang
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memungkinkan desa merumuskan kebijakan yang lebih tepat guna dan mendorong
inovasi dalam pengelolaan sumber daya.*

Namun, tantangan dalam implementasi desentralisasi di tingkat desa tetap ada,
terutama terkait dengan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan yang
terbatas. Salah satu isu krusial adalah potensi konflik kepentingan akibat rangkap
jabatan antara Ketua Rukun Warga (RW) dan Kepala Dusun (Kadus). Praktik ini
dapat mengurangi efektivitas pengambilan keputusan dan pelaksanaan program
Pembangunan serta menimbulkan masalah integritas dalam pemerintahan desa.’
James Q. Wilson dalam bukunya "Bureaucracy: What Government Agencies Do and
Why They Do It" mengemukakan bahwa struktur organisasi yang jelas dan terpisah
dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. la berpendapat bahwa rangkap jabatan
dapat mengganggu fungsi organisasi dan mengaburkan tanggung jawab.

Hal ini relevan ketika kita mempertimbangkan larangan rangkap jabatan dalam
lingkungan pemerintahan, sebagai konsekuensi dari penerapan doktrin pemisahan
kekuasaan dan prinsip check and balance. Pembagian kekuasaan ini sangat penting
untuk diterapkan di negara yang mengusung konsep welfare state agar kesejahteraan
rakyat dapat dicapai dan hak asasi manusia tidak dilanggar.”

Di Desa Lamuk, Kabupaten Wonosobo, terdapat praktik di mana jabatan
Kepala Dusun (Kadus) dan Rukun Warga (RW) dipegang oleh satu individu. Praktik
ini berpotensi melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 18

Tahun 2018, khususnya Pasal 1 poin (5), yang menegaskan bahwa perangkat desa
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merupakan bagian integral dari Pemerintah Desa dengan peran dan tanggung jawab
yang jelas dalam melaksanaan pemerintahan di tingkat desa. Dalam konteks ini,
perangkat desa tidak dapat dianggap sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan
Desa (LKD), yang memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda.

Lebih lanjut, Pasal 12 Permendagri tersebut menegaskan bahwa hubungan
kerja antara LKD dan Pemerintah Desa bersifat kemitraan. Kemitraan ini, jika terikat
oleh peraturan yang jelas, biasanya mencakup ketentuan yang melarang rangkap
jabatan untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik.® Selain itu, Undang-undang
(UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa secara spesifik melarang perangkat desa merangkap jabatan
yang dapat merugikan kepentingan umum dan berpotensi menyebabkan konflik
kepentingan.’

Meskipun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 yang
mengubah peraturan menteri dalam Negeri nomor 83 Tahun 2015 Tentang
Pengangakatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengizinkan perangkat desa
untuk merangkap tugas dari perangkat desa yang kosong. Namun, ketentuan ini
bersifat kondisional, artinya hanya diperbolehkan dalam situasi kekosongan jabatan
dan tidak dimaksudkan sebagai praktik yang permanen.’

Permasalahan rangkap jabatan dalam pemerintahan desa di Indonesia,
khususnya dalam konteks moral dan kultur birokrasi, masih menjadi topik hangat di
kalangan akademisi dan praktisi. Ketidakjelasan mengenai posisi dan tanggung jawab

dalam rangkap jabatan berisiko memperburuk situasi, yang berpotensi melahirkan

® Mariyadi, “Larangan Perangkat Desa Sesuai UU Desa ” Up Desa, May 26, 2024.

® Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa.

19 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 mengatur tentang perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
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konflik kepentingan dan tindak pidana korupsi.** Menurut May Lim Charity dalam
buku "Konflik Kepentingan,” rangkap jabatan dapat menciptakan situasi di mana
penyelenggara negara memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi
kualitas dan kinerja pemerintahan.*?

Dengan demikian, penting untuk memahami perbedaan antara tugas dan
wewenang perangkat desa dan LKD. Perangkat desa berfokus pada tanggung jawab
administratif dan pelayanan publik, sedangkan LKD lebih mengarah pada
pengorganisasian masyarakat dan pengembangan sosial budaya.™® Ketidakjelasan serta
tumpang tindih dalam jabatan ini berpotensi menciptakan kebingungan dalam
pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, serta meningkatkan risiko konflik
kepentingan.**

Dengan mempertimbangkan isu tersebut, penulis mengajukan judul “Analisis
Rangkap Jabatan Perangkat Desa Terhadap Birokrasi Pemerintah Desa Lamuk
Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo” Sebagai elemen kunci dalam kehidupan
masyarakat, pemerintah desa memiliki peranan yang sangat vital dalam mencapai
kesejahteraan dan keadilan sosial. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dihasilkan
wawasan yang mendalam dan konstruktif, yang tidak hanya memperkaya pemahaman
tentang tata kelola pemerintahan desa, tetapi juga memberikan kontribusi pada
pengambilan keputusan yang lebih responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan

masyarakat.
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. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implikasi Rangkap Jabatan Perangkat Desa Terhadap Efektivitas
Birokrasi Pemerintahan Desa Lamuk?

2. Apa Upaya Yang Bisa Dilakukan Untuk Menanggulangi Dampak Negatif Dari
Rangkap Jabatan Perangkat Desa di Desa Lamuk?

. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasai hal-hal berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implikasi Rangkap Jabatan Perangkat Desa
terhadap Efektivitas Birokrasi Pemerintahan Desa Lamuk.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan dalam
menanggulangi dampak negatif praktik rangkap jabatan Perangkat Desa di Desa
Lamuk.

. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini
diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapaun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan berkontribusi pada pengembangan teori birokrasi
dan Pemisahan Kekuasaan dengan melalui pendekatan yuridis empiris (mixed
method), bahwa praktik rangkap jabatan di pemerintahan desa memengaruhi
efektivitas kerja, akuntabilitas, dan relasi kekuasaan di tingkat lokal.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik rangkap jabatan di pemerintahan
desa memengaruhi pembagian tugas dan kejelasan kewenangan. Meskipun
meningkatkan efisiensi, praktik ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan

dan melemahkan pengawasan.
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